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LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara

Berikut adalah beberapa pertanyaan wawancara untuk pihak pemerintah daerah

terkait dengan implementasi EFT di Kabupaten Maros:

1.
2.
3.

10.

11.

Mengapa Kabupaten Maros mengadopsi sistem EFT?

Seperti apa konsep Ecological Fiscal Transfer (EFT) di Kabupaten Maros?
Apakah EFT tersebut berperan dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten
Maros?

Apakah EFT membantu sistem pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten
Maros?

Bagaimana strategi Bapak untuk memperkenalkan dan mempromosikan
konsep EFT kepada masyarakat Kabupaten Maros?

Bagaimana rencana penerapan EFT di Kabupaten Maros? Adakah rencana
jangka pendek dan jangka panjang?

Bagaimana cara Bapak memastikan bahwa implementasi EFT berjalan
efektif dan efisien?

Adakah kebijakan atau program lain yang sedang berjalan di Kabupaten
Maros yang akan mendukung implementasi EFT?

Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam implementasi EFT di
Kabupaten Maros dan bagaimana cara mengatasinya?

Apa yang menjadi harapan Bapak dalam implementasi EFT di Kabupaten
Maros?

Adakah saran atau masukan yang ingin Bapak berikan terkait implementasi
EFT di Kabupaten Maros?

Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara untuk pihak LSM Pilar

Nusantara terkait dengan implementasi EFT di Kabupaten Maros:

1.

Apa pendapat LSM Pilar Nusantara tentang konsep Ecological Fiscal
Transfer (EFT)?

. Apakah ada peran dari LSM dalam memfasilitasi sehingga EFT ini dapat

eksis di kabupaten Maros. Seperti apa perannya?
Menurut LSM Pilar Nusantara, apakah konsep EFT dapat membantu dalam

pengelolaan lingkungan dan keuangan daerah di Kabupaten Maros?
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10.

11.

Apa manfaat yang dapat diperoleh oleh Kabupaten Maros jika menerapkan
konsep EFT?

Bagaimana LSM Pilar Nusantara dapat berkontribusi dalam mendukung
implementasi konsep EFT di Kabupaten Maros?

Apa yang menjadi harapan LSM Pilar Nusantara terkait dengan
implementasi konsep EFT di Kabupaten Maros?

Bagaimana pandangan LSM Pilar Nusantara terhadap dukungan pemerintah
dalam menerapkan konsep EFT di Kabupaten Maros?

Apa yang dapat menjadi peran LSM Pilar Nusantara dalam implementasi
konsep EFT di Kabupaten Maros? Saat ini sudah seperti apa?

Menurut LSM Pilar Nusantara, apakah masyarakat di Kabupaten Maros
sudah siap untuk menerima konsep EFT?

Apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi konsep EFT di
Kabupaten Maros?

Apa saran atau masukan yang dapat diberikan oleh LSM Pilar Nusantara

kepada pemerintah Kabupaten Maros dalam menerapkan konsep EFT?
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Lampiran 2. Naskah Kerja Sama

NASKAH KERJA SAMA \&h
ANTARA TaawTaRs

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DENGAN
PILAR NUSANTARA (PINUS) SULAWESI SELATAN
TENTANG
PROGRAM MEMPERBAN] KEBLAKAN ANGGARAN UNTUK PERLINDUNGAN

LINGKUNGAN YANG RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR: 10/prs/266/ % /264
NOMOR: 01/ Fins -Susetfx frou

Pada harl ini Senin Tanggal 25 Bulan Okdober Tahun Dua Rbu Dua Puluh Saty, Kami
yang bertanda tangan Sbawah i

L SYAMSUDDIN AWING : Deektir Piar Nusantars  (PINUS)
Sulawesl Sefatan, dalam hal ini berindak
unhuk dan atas nama Py Nusanlaa
{(PINUS), yang berkeducukan d¢i Jalan
Sutan Alauddn 3 Kompleks Griya
Tehom Biok ¥V No 10 Makassar
selanputanys disebut PHAK KESATU.

B HAS CHAIDIR SYAM, SI1P_MH . Bupatll Marcs, dalam hal ni bertindak
iUk den #%3s nama Pemerntan Daerah
Kab Maros, berkedudukan & Jalan
Jorderal Sudiman No 1 Maros
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Lampiran 3. Peraturan Bupati ADD Tahun 2021
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Lampiran 4. Peraturan Bupati ADD Tahun 2022

/

BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MAROS

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan
ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana desa di
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Ncgara (Lembaran Nogara Ropublil: Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahaan Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
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10.

1%,

12.

13.

14.

15.

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Ueaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6634);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6635);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);
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Lampiran 5. Aspek Penilaian Kinerja Desa

o Bobot N Bobot
No Kriteria Kriteria indikator Indikator
Kebijakan dan /atau regulasi
yang diterbitkan desa terkait
: 5%
dengan pelestarian, pengelolaan
dan perlindungan lingkungan
Proporsi anggaran desa yang
dialokasikan untuk kegiatan 8%
. Perlindungan . dalam perlindungan lingkungan
Lingkungan Hidup 0
Nilai Capaian Akhir Indeks 50
Kualitas Lingkungan Desa °
Pertumbuhan Capaian Indeks
R 8%
kualitas lingkungan desa
Kebijakan dan /atau regulasi
yang diterbitkan desa terkait 50
dengan ketahanan bencana di 0
desa
Proporsi anggaran desa yang
dialokasikan untuk kegiatan 8%
kesiapsiagaan bencana didesa
9 Ketahanan 2504
Bencana
Indeks bencana alam Desa 5%
Indeks siaga becana desa 8%
Realisasi Penyaluran Dana 120
3 Serapan Dana 30% APBDS
18%
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Realisasi Penggunaan Dana
APBDS

Pembangunana
Desa Yang
berkeadilan

20%

Sistem Informasi Layanan
Publik yang tersedia

10%

Jumlah kegiatan pembangunan
desa yang sasarannya
melibatkan kelompok

Perempuan dan anak, serta
kelompok rentan

6%

Jumlah penghargaan yang
diterima Desa dari
kabupaten/provinsi/pusat

4%
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Lampiran 6. Undangan Rapat

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Asoka No. 1 Maros Prop. Sul-Sel Tel.p. 0411-371068 Fax 0411-371920 Kode Pos 90516

Email: bpmpd@go.id Website: www.maroskab.go.id

Nomor
Lampiran

Perihal

Maros, 23 Oktober 2023

: 080/621/2023 Kepada
: 1 Rangkap Yth. Kepala Desa
: Rapat Koordinasi Se - Kabupaten Maros
di-
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Tahun Anggaran 2023 yang pokok pembahasan utamanya adalah
Alokasi Transfer Anggaran Kinerja berbasis Ekologi (TAKE), untuk
itu diminta kepada Kepala Desa menugaskan Sekretaris Desa

untuk mengikuti acara tersebut yang Insha Allah akan dilaksanakan

pada:

Hari / tanggal : Rabu / 25 Oktober 2023
Pukul : 08.00 — Selesai

Tempat : Baruga B Kantor Bupati Maros

Mengingat acara tersebut sangat penting, diharapkan para
peserta hadir tepat waktu dan tidak diwakilkan. Demikian
undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

Tembusan Yth :
1. Bupati Maros di Maros (sebagai laporan) ;

2. Arsip,-

: Pembina Utama Muda/IV.c
: 19730303 199302 1003
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Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian

B
' il
Y [ oPs Map camera b &) ops Map camera

8 Kecamatan Turikale, Sulawesi Selatan, Indonesia "l Kecamatan Turikale, Sulawesi Selatan, Indonesia

XHMF+7PJ, JI. Asoka, Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, " o B XHMF+7PJ, J1. Asoka, Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten Maros,

Sulawesi Selatan 90516, Indonesia "=y’ § sulawesi Selatan 90516, Indonesia

Lat -5.01676° oy B Lat-501675°

Long 119.574246° - Ny Long 119.574276°

26/10/23 09:05 AM GMT +08:00 Q$2?|9~u <, [ 25/10/23 09:06 AM GMT +08:00

. ———

Wawancara dengan Pihak LSM Pilar Nusantara

a0
P &) ops Map camera
Kecamatan Turikale, Sulawesi Selatan, Indonesia
XHMG+2QJ, JI. Nasrun Amrullah, Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten
Maros, Sulawesi Selatan 90516, Indonesia
Lat -5.017297°

Long 119.576597°
25/10/23 04:06 PM GMT +08:00

-
&) ops Map camera

Kecamatan Turikale, Sulawesi Selatan, Indonesia
XHMG+2QJ, JI. Nasrun Amrullah, Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten
Maros, Sulawesi Selatan 90516, Indonesia

Lat -5.017248°

Long 119.57666°

25/10/23 04:09 PM GMT +08:00

Wawancara dengan Pihak Pemerintah Daerah



Kecamatan Turikale, Sulawesi Selatan, Indonesia
XHMG+2QJ, JI. Nasrun Amrullah, Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten

Maros, Sulawesi Selatan 90516, indonesia
Lat -5.017316°

Long 119.576606°

o* 8 25/10/23 04:18 PM GMT +08:00

Lo

Kecamatan Turikale, Sulawesi Selatan, Indonesia
XHMF+7PJ, JI. Asoka, Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten Maros,
Sulawesi an 90516, Indonesia

Lat -5.016734°

Long 119.574259°

25/10/23 11:37 AM GMT +08:00




Mengikuti Rapat Koordinasi Capaian Kerja Tiap Desa
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